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LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Identitas Responden:
Nama Lengkap
Pendidikan
Jenis Kelamin
Jabatan
Instansi

Alamat

Pertanyaan-pertanyaan wawancara:

1. Apa saja potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada

diKabupaten Pulau Taliabu?

2. Bagaimana pertumbuhan pembangunan daerah Kabupaten Pulau

Taliabusaat ini?

3. Apakah tingkat pertumbuhan pembangunan Kabupaten Pulau

Taliabu telahoptimal?

4. Upaya apa yang telah dilakukan untuk pengoptimalan Pendapatan
AsliDaerah terhadap Pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten

Pulau Taliabu?

5. Bagaimana pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu?

116



Bagaimana pengelolaan Retribusi Daerah di Kabupaten Pulau

Taliabu?

Bagaimana pengelolaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

yangdipisahkan di Kabupaten Pulau Taliabu?

Bagaimana pengelolaan PAD yang sah lainnya di Kabupaten Pulau

Taliabu?

Faktor yang menghambat laju pertumbuhan pembangunan di

Kabupaten Pulau Taliabu?

. Faktor yang mendukung laju pertumbuhan pembangunan di

Kabupaten Pulau Taliabu?
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